
PEMERIIUTAI{ KABUPATEN KATINGAN

PERATUFTAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 4&TAHUN 2OO9

TENTANG

PELIMPAH/o\N sEBAGll\N KEWENANGAN Dt BiDANG pERtztNAN YANG
DIKELOLA MELALUI KAI{TOR PELAYAT.{AN PERIZINAN TERPADU

DI KABUPATEN KATINGAN

DENGATil RAI,{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '.

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa kebijakan otonomi Daerah yang seluas-luasnya
memberikan Kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten
Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga senrdiri;

b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kerja pada Kantor
Pelayarnan Perizinan Terpadu (Kp2T) Kabupaten Katingan, perlu
menet;epkan Pelimpahan serbagiarn Kewenangan Di Bidang
Perizinan Kepada Kantor Pelayanarn perizinan Terpadu (Kp2T)
Kabupraten Katingan;

c. bahwer dalam rangka mewujudkan perayanan prima atau exellent
seruic:'e kepada masyilrakat, dan penyederhanaan
penyelenggaraan pelayanan sehigga terwujudnya pelayanan
publik yang cepat, murah, mu<lah, transparan, pasti dan
terjangkau, serta ramah investasi, perlu melimpahkan
kewenangan perizinan keparda r,(antor pelayanan perizinan
Terpaclu di l(abupaten Katingan;

d. bahwar untuk mewujudkan hal ,- har tersebut pada huruf a,b dan c
diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Katingan.

1. Undarrg - Llndang Nomor 1B 'rahun 19g7 tentang pajak Daerah
dan Flletribusi Daerah (Lemhraran Negara Repuhlik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tami:ahan Lembaran Negara Republik
lndonesia l\lomor 3685), serbagaimana telah oiuoan dengan
undang - {.Jndang Nomor 3,* Tahun 2oo0 tentang pajak ian
Retribusi Daerah (Lembaran Negana Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambal.ran Lembaran Negara Republik
lndoncrsia Nrcmor a04B);

2. Undang-Unclang Nomor 5 Tiahun zoo2 tentang pembentukan
Kabupaten l(atingan, Kabupaten seruyan, Kabuplten sukamara,
Kabupraten Lamandau, Kabupaten Gunung M"r, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten barito
Timur di wllayah provinsi Kalrrnnanian rengah (Lenrbaran Negara
Republik lndonesia Tahun zoll2 Nornor 19, Tambahran Lembiran
Negara Republik lndonesia Nr:rmor 4180);

Mengingat :
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3.

4.

5.

6.

7.

B.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomon 428t::;);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang Pelrbendaharaan
Negara (Lermbaran Negara Repr.rblik lndonesia Tahun 2004
Nomqr 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 43511);

Undalg-Unclang Nomor 10 T'ahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undarrgan (Lembaran Negara Republik
lndonesia J'ahun 2004 Nomqr 53, 'Iambahan Lembaran Negara
Republik lnrJonesia Nomor 4389);

undang-Undang Nomor 32 nahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lgmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomqn 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomcrr 44i\7), sebagaimanzr telalr diubah dengan Undang

Undarrg Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Peme,rintah Pengganti Undarrg - Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nornor 32 Tahun
ZO34 rt-ntang pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik
lndonr:sia l-ahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lenrbaran Negara
Reputllik lridonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah

dengarn undang-undang f,llomor 12 Tahun 2008 tentang

Peruihrahan Kedua Atas Undilng-Undang Nomor il2 Tahun 2004
tentarirg Pemerintahan Daerrah (Lembaran Negara Republik

lndonriisia 
-[ahun 2008 Nomr:r 8 Tambahan Lembaran Negara

Reputrlik lndonesia Nomor a9'^|a);

Undang-UnrJang Nomor 33 'Iahun 2004 tentang Perimbangan

Keuarrgan Antara Pemerintarh Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lemhiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia l'lomor aa38);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lrembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Len'rbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 -l-ahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001

Nomor 11$, Tambahan Len'lbaran Negara Republik lndonesia
Nomor a139);

10. peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun zbos tentang

PenEelotaap Keuangan Daelrah (Lembaran Negara Republik

lndonresia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lnrJonesia Nomor 4578);

11. Peratr:ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
penyr;sunan dan Penerapran {ltandar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndoniesia Tahun 20115 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia lrlomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ti,rhun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negana Rerpublik lndonesia 'fahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran lllegara Republik lrrdonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 liahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daenah (t-embaran Negara Republik
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lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lenrbaran Negara
Repukrlik lndonesia Nomor 41'41);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200g rentang pembagian
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintah
Kabupaten Katingan (Lemberran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2008 Nomor 3);

15. Peratu,rran Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang organisasi dan
Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah danr Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaterr Katingan Tahun 2008 Nomor 6);

16. Peraturan L,lenteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Fenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20oa tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu Di lfaerah;

18. Peraturan [/lenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pedonran Pengelolaan Keuarngan Daerah sebagaimana telah
diubalr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun
2007.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PER.AT'URAIII BUPATI KATIAIGAN TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGANI DI BIDANG PERIZINAN YANG
DIKELOLA MELALUI KAN'JTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERP/I,DI",' DI KABUPATEN KATIhIGAN

BAB I

I(.ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang djmaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalerh penyelenggariaan urusan pemerintahan oleh
Pernerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalann Undang - undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perrangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerinta['r Daerah;

3. Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah l-embaga
Pelnruakilan Rakyat Daerah seb;agai unsur penyelenggaraan Pemerintalran Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daei'ah Kabupaterr Katingan;

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lernbaga Teknis
Daerah;

7. Kantor Pelayanan Perizinan T'erpadu (KP2T) Kabuparten Katingan gdalah Kantor
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kiabupaten Kallingan yang
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menyelenggarakan pelayanan mulai dari prosies ;lermohonan setmpai dengan
perrgambilan dokumen dilakukiln di satu tempat I satu pintu;

8. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada

badan atau perorangan untukl melakukan suatu kegiatan / usaha sesuai dengan

ketentuan dan peraturan \/ang berlaku;

g. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang

tidak terkait dengan kegiatan usaha;

10.lzi1 adalah dokumen ly,ang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan
Peraturan Daerah atau peraturan lainnya !/ang merupakan bukti legalitas,

menyatakan sah atau di6rerbo[ehkan nya seseorang iltau badan untuk melakukan
usatha atau kegiatan tertetntu;

1 1. Perizinan arrlalah pemburian legalitas kepada ses€,orang atau pelaku usaha I
kegiatan tertentu, baik darlam bentuk izin maupun tand;l daftar usaha;

l2.Penyederharnaan pelayarran adalah upaya peny'ingkatan terhadap waktu, prosedur

dan biaya pemberian peri;zinan dan non perizinan;

l3.PerizinanParaleladalahpenyelenggaraanperizinan)langdiberikankbpadapelaku
usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis lzin, yang diproses

secara terpadu dan bersa,maarl;

14.Biaya pelayanan adalah biayar yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh

dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau
peraturan pr:rrundang-uncJangart lainnya ;

15. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat
terhidap kinerja Kantor Pelayianan Perizinan Tepadu sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN I,(EWENANGAN Dl BlDr\NG PERIZINAN YANG
DIKELOLA MELALUI KANTOR PEI-AYAN,AN P[:lRlZlNAN TERIPADU

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenan{lan di bidang perrizinan kepada Kantor Pelayanan

Perizirran Terpadu dengan jenis izin, sebagai berikut :

Bidang Kehutanan, metliPuti :

1. lzin Penumpukan / Pengumpulan Hasil Hutarn Bukan Kayu (Rotan dan
Gaharu) - HHBK;

2. lzin Persetujuan Rencarra Pembangunan l3ase Camp HPH/IUPHHK dan ILS

serta Perpanjangan nya;
3. Pendaftaran Penggunaarr Gergaji Rantai (C;hain lSaw);

4. lzin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet.

Bidang Pertambangan dan Energi, meliputi :

1. Surat l(eterangan l;:in Perninjauan (SKIP);
2, lzin Usaha Pertambrangan Eksplorasi;
3, lzin Us;aha Pertamtrangan Operasi Produksii;
4. lzin Prertambangan Rakyat (lPR);
5, Wilayirh Pertambangan Flakyat (WPR);
6. Surat lzin Pertambi:rngan Daerah (SIPD);
7. lzin Prerndirian Depot Lokal;
B, lzin Pe,ndirian Stasaun Perngisian Bahan Bakar Urnum (SPBU);
9. lzin Pemasaran Balran-bahan Khusus (BBX.) untuk mesin 2 (dua) langkah;
10. lzin Perngumpulan dan Pranyaluran Pelumars; Bekas;
11. lzin Pendirian Agen;

a.
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12. lzin lMendirikan P;rngkalan Bahan Bakar Minyalt (PBBM).

c. Bidang Pertanian danr Perkobunan, molipuli :

1. lzin Usaha Perkebunan (lUP) yang vrajib mengintegrasikan Unit Usaha
Budidaya dan Unit Usaha lndustri Pengol;ahan t'{asil;

2. lzin lJsaha lndustri Perkebunan Besar (IUPB);
3. lzin Perubahan Jenis Tianaman Perkebunan (lF'JTP);
4. lzin Pembukaan L,ahan ( IPL);
5. lzin Tempat Usaha Pernotongan Hewan;
6. lzin tJsaha Peternakan;
7. lzin Jalan / Mobilisasi J'ernak.

d. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan lnfo,rmattika meliputi :

. Angl<utan Sungai, Danrau dan Penyebrangan"
1. Surat lzin Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai & Danau

( lzin Trayek );
2. Surat lzin Lokasi l3angunan Air;
3. Surat lzin Penimtrunan Kayu (Log Pond);
4. Surat lzin Dokumen Kapal;
5. Surat lzin Bongkatr Muat Barang.

. Angltutan LLAJ.

1. Surat lzin Trayek;
2. Surat lzin Angkutan Barang;
3. Surat lzin Usaha r\ngkutan.

e. Bidang Kelautan danr Perikanan, meliputi :

1. lzin Usaha Kelaut;an dan Perikanan (lUKF']);

2. Surert Penangkapiln lkarn (SPl);
3. Surat lzin Penangkapan lkan Daerah (SlF']lD);

4. Surat lzin Penangkapan lkan (SlPl).

t" Bidang lPerindustrian dan Perdagangan, mlirliputi :

1. Surert lzin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Retribusi Penges;ahan Akta Pendirian dan Perusahaan Anggaran Dasar

Koprarasi ( Badan Hukum);
3. lzin l-anda Daftar Perusahaan (TDP);
4. lzin l-anda Daftar Gudang (TDG);
5. lzin LJsaha lndustri (lUl), lzin Tanda Daftar lndustri (TDl) dan Registrasi
6. lzin Keterangan Penyimpanan Barang (SK.PB);
7. lzin Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdiaftar (P[GPT);
B. lzin I-empat Penjualan fvlinuman Ber alkohol (Miras).

g. Bidang Pekerjaan Unrum, meliputi :

1. lzin hlendirikan Bangunan (lMB);
2. lzin {,Jsaha Jasa Konstruksi (IUJK).

h. Bidang lEikonomi, meliputi :

1. Surart lzin Tempat Usahra (SITU)
2. lzin Gangguan ( HO)

i. Bidang l(esehatan

1. lzin I|RTP (lndustri Rumah Tangga Pangan )2. lzin F'raktek Dokter

:
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3. lzin l]'raktek Bidan
,4. lzin -[oko Obat Berizin
5. lzin l\potik
t3. lzin t(linik'7. lzin Praktek Peravrat

lBidang ['emuda Olahr Ragar, Kebudayaan & Parivvisata

1. lzin Penggolongan Usaha Hotel dan Penginapan
:2. lzin Penggolongan Usaha Restoran, Rumieh Mmkan, Tempat Makan dan Jasa

Boger
3. lzin Fenggolongan Userha Rekreasi dan Hiburian Umum ( Taman Rekreasi,

Kolarn Memancing, Panggung Terbuka, Panggung Tertutup, Pameran Seni I
Pasarr Seni / Gallery, Tempat Bilyard, Pernainan Ketangkasan Anak, Diskotik,
Kafe, Pub, Bar, Karaoke, Gedung Serba Guna, Sarana dan Fasilitas Olah
Raga, Pusat Kesehatan dan Kebugaran, Persewaan / Jasa Peralatan
Audiovisual, Sarana dan Fasilitas Musik, Sanggiar Senidan Budaya)

$. lzin [Jsaha Perjalanan V\/isata
li. lzin Jlasa Pramuwisata
6. lzin Jlasa lnforrnasi Parhr'risata, Konsultan Pariwisata dan Promosi Pariwisata
",7. lzin [Jsaha Obyek Wisala
{1. lzin S}PA / Salon
{). lzin Jasa Wisata Tirta
'10. lzin Pariwisata dan Pengatur Wisata

l3idang Pondidikan

'1. lzin Penyelengga!'aan Pendidikan Kursus dan Pelatihan ( Kursus Menyetir
Mobil, Kursus Bahasa-bahasa, Kursus Keciantikenn, Kursus Komputer, dan lain-
lainnya).

Pasal 3

(1) Pelimpahan kewenangan di bidang periz:inan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2, penerbitiln izinnya ditandatangani oteh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu.

(2) Keparla Kantor Peliiryanan Perizinan Terpadu (KP2T) diberi kewenangan untuk
penyr6;flissn blanko, fomrulir, famflet, brosur, spanduk, baliho yang menyangkut
lnfonnasi tentang Perizinan.

(13) Untul< pembuatan dokurnen perizinan dan non perizinan memproses dokumen
samprai penandatanganan dokumen yang slifatnya tidak prinsip rnenurut bidang
dan hlasifikasinya :

a. Bldang lndustri Menengah s/d Besar ditandatangani oleh Bupati Katingan.
b. Eidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan ditandatangani oleh

Eupati Katingian.

(4) Untuk Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b, serta jenis perizinan yang terdapat dalam
peraturan Bupati ini akan dibuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Umunr, Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Umum di
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupatern Katingan dengan Peraturan
Bupatidan atau Kerputusan Bupati lainnya"

(15) Dalanr memproses penerbitan perizinan yang dilimpahkanr sebagaimana
dimalk;sud pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan
keterrtuan yang berlaku yang menjadi daserr penerbitan izin dimaksud.

(6) Kepala Kantor Peliayanan Perizinan Terperdu (FIP2T) benryenang memberikan
rekornendasi atau pengesahan terhaclap pemberian legalitas kepada
seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu. 
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BAB IV

KIETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinarr yang menjadi kewenangan Daerah
dan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati irri ditaksanakan oleh SKPD yang
bers;angkutan baik yang ditandantangani oleh Kepala SKPD maupun langsung

olelr Bupati dan waiib menyampaikan tentbusan setiap perizinan yang

diten'hitkan kepada Keprala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 5

pendapatan Dagrah y'ang diperoleh aliibat dari pelayanan perizinan yang

tercantum dalanr Peraturan Bupati ini tetap dicatat sebergai pendapatan

Daerrah dari SKPD yang bersangkutan.

BAB V

KI=TENTUAN P ERIILI H/iN

Pasal 6

pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua Perizinan dan Non
perizinan yang atau tercantum dalanr Peraturan Bupati ini yang telah

dikelluarkan berliaitan dengan Retribusi Daerah yang melekat pada SKPD

masing-masing clinyatiakan tidak berlaku lagi .

BAB VI

ll(ETENTUAN PEt*{UTUP

Pasal 7

peraturan Burpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengatahuin'ya, memerintahkan pengundangan Penaturan Bupati ini

dengan p€n€rffipatannya dielam l]erita Daerah Kabupaterr Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1zo a'r-ur 2009

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3a ju-v' 2c1g

ITETA
INGAN,

TWO TATEI.. LADUU

KATINGAN,

BEII. DAERAH KABUF'ATEI,J KATINGAN TAHIJN 2OO9 NOMOR .


